
XV. SEKTOR PENDIDIKAN 
1. Izin Pendirian Sekolah SMA 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Nomor Induk Berusaha 

2. Rekom Cab. Dinas Pendidikan Provinsi 
Wilayah setempat 

3. Scan Asli Akta Notaris & Scan Asli 
Kemenkumham yang bersifat nirlaba 

4. IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) 
5. SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup 
6. Merupakan SMA Boarding School :  

a) Foto Asrama;  
b) Program pengasuhan selama di asrama 

7. Telah Memiliki Kegiatan Belajar Mengajar : 
Melampirkan Data peserta didik pada tahun 
awal KBM berjalan serta NISN nya 

8. Foto Kegiatan Vokasional/Double Track 
Mandiri 

9. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
10. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 

Pendidikan) selama 5 tahun yang disusun 
penyelenggaraan pendidikan secara 
sistematika yang berisi :  
a) Visi & Misi  
b) Kurikulum ( Isi Pendidikan);  
c) Melampiri jumlah dan data peserta didik;  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik - tenaga 
pendidik;  
e) Sistem evaluasi dan sertifikasi ;  
f) Struktural Organisasi ;  
g) Manajemen dan Proses Pendidikan ;  
h) Peran serta masyarakat ;  
i) Rencana pentahapan pelaksanaan 
pendidikan 

11. Lampiran pada RIPS  
a) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari :   
    a. Tata Ruang;  
    b. Geografis;  
     c. Ekologis  
b) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari segi 
prospek :  
     a. Pendaftaran;  



     b.Keuangan  
     c. Sosbud,  
     d demografi  
c) Data Perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk sekolah 
diwilayah setempat ;  
d) Data perkiraan jarak satuan pendidikan 
dengan satuan pendidikan sejenis  
e) Data kapasitas/daya tamping 

12. Status tanah/Bangunan:  
a) Fotocopi Akta notaris tanah;  
b) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga;  
c) Surat pernyataan Status tanah/gedung 
penyelengara kependidikan 

13. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
14. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
15. Surat Pernyataan kesanggupan untuk 

penambahan jumlah siswa sesuai dengan 
ketentuan Badan Akreditasi Nasional, 
“Bermaterai 10000 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Pendirian Sekolah SMA 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 



perundang-undangan; 
b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 

dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 

http://www.lapor.go.id/


waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 



dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 



Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  



9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 
Pelayanan Perizinan; 

10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 



dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



2. Izin Operasional SMA - Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA 
(Perpanjangan) 

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Nomor Induk Berusaha 

2. Izin operasional terakhir 
3. akreditasi terakhir 
4. SK Kepala Sekolah 
5. Rekom Cab. Dinas Pendidikan Provinsi 

Wilayah setempat 
6. Scan Asli Akta Notaris, Akta Pendirian & 

Scan Asli Kemenkumham yang bersifat 
nirlaba 

7. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 
Pendidikan) selama 5 tahun yang disusun 
penyelenggaraan pendidikan secara 
sistematika yang berisi :  
a) Visi & Misi  
b) Kurikulum ( Isi Pendidikan);  
c) Melampiri jumlah dan data peserta didik;  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik - tenaga 
pendidik;  
e) Sistem evaluasi dan sertifikasi ;  
f) Struktural Organisasi ;  
g) Manajemen dan Proses Pendidikan ;  
h) Peran serta masyarakat ;  
i) Rencana pentahapan pelaksanaan 
pendidikan 

8. Lampiran pada RIPS  
a) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari :   
    a. Tata Ruang;  
    b. Geografis;  
     c. Ekologis  
b) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari segi 
prospek :  
     a. Pendaftaran;  
     b.Keuangan  
     c. Sosbud,  
     d demografi  
c) Data Perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk sekolah 
diwilayah setempat ;  
d) Data perkiraan jarak satuan pendidikan 



dengan satuan pendidikan sejenis  
e) Data kapasitas/daya tamping 

9. Data Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa 
10. Status tanah/Bangunan:  

a) Fotocopi Akta notaris tanah (akta Tanah);  
b) Status tanah/gedung penyelengara 
kependidikan 
c) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga 

11. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
12. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
13. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM 
14. Surat pernyataan kesanggupan untuk 

penambahan jumlah siswa yang kurang dari 
65, “Bermaterai 10000” 

15. NSPN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 
2 Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 
1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 

JOSS. 
2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 

Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 17 (tujuh belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Operasional SMA - Izin Operasional 
Sekolah Menengah Atas / SMA (Perpanjangan) 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 



(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

http://www.lapor.go.id/


4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 



ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 



19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 



Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 



13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



3. Izin Perubahan Nama Lembaga/Nomenklatur SMA 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. izin pendirian dilegalisir cab.Dinas 

pendidikan wilayah kab/kota 
2. Surat Pernyataan/Form Visitasi/Verifikasi 

yang ditanda tangani oleh Pengawas dan 
MKKS SMA Kab/Kota 

3. Rekom Cab. Dinas Pendidikan Provinsi 
Wilayah setempat 

4. izin operasional dilegalisir cab.Dinas 
pendidikan wilayah kab/kota 

5. Keputusan yayasan tentang perubahan nama 
lembaga 

6. Scan Asli Akta Notaris, Akta Pendirian & 
Scan Asli Kemenkumham yang bersifat 
nirlaba 

7. Akta Notaris tentang perubahan yayasan 
8. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 

Pendidikan) selama 5 tahun yang disusun 
penyelenggaraan pendidikan secara 
sistematika yang berisi :  
a) Visi & Misi  
b) Kurikulum ( Isi Pendidikan);  
c) Melampiri jumlah dan data peserta didik;  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik - tenaga 
pendidik;  
e) Sistem evaluasi dan sertifikasi ;  
f) Struktural Organisasi ;  
g) Manajemen dan Proses Pendidikan ;  
h) Peran serta masyarakat ;  
i) Rencana pentahapan pelaksanaan 
pendidikan 

9. Lampiran pada RIPS  
a) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari :   
    a. Tata Ruang;  
    b. Geografis;  
     c. Ekologis  
b) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari segi 
prospek :  
     a. Pendaftaran;  
     b.Keuangan  
     c. Sosbud,  



     d demografi  
c) Data Perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk sekolah 
diwilayah setempat ;  
d) Data perkiraan jarak satuan pendidikan 
dengan satuan pendidikan sejenis  
e) Data kapasitas/daya tamping 

10. Status tanah/Bangunan:  
a) Fotocopi Akta notaris tanah (akta Tanah);  
b) Status tanah/gedung penyelengara 
kependidikan 
c) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga 

11. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
12. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
13. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
14. NSPN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

6. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

7. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

8. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

9. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

10. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Perubahan Nama Lembaga/Nomenklatur 
SMA 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 



disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 

http://www.lapor.go.id/


Kompetensi pelaksana; dll. 
4) Langkah-langkah penelaahan materi 

pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 



 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 



12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayananpublik. 



4. Izin Pendirian Dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Swasta 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 

melalui website : oss.go.id 
2. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kab./Kota setempat 
3. Surat Keterangan dari Yayasan bahwa 

pengajuan usulan 9 bulan sebelum tahun 
pelajaran 

4. Status tanah/Bangunan:  
a) Fotocopi Akta notaris tanah (akta Tanah);  
b) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga 
c) Surat pernyataan Status tanah/gedung 
penyelengara kependidikan 

5. Scan asli Akta Notaris dari Kemenkumham 
6. Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 
7. Data dan dokumentasi foto Sarpras terdiri 

dari :  
a) Lahan Sekolah 
b) Ruang Kelas  
c) Ruang perpustakaan  
d) Ruang TIK/Komputer  
e) Ruang Laboratorium Umum 
(Fisika/Biologi/Kimia/IPA Terapan)  
f) Ruang Praktik Siswa / Laboratorium 
keahlian  
g) Ruang Kepala sekolah  
h) Ruang Guru  
i) Ruang Tata usaha  
j) Ruang Ibadah  
k) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  
l) Ruang Bimbingan Konseling (BK)  
m) Toilet/ Jamban  
n) Kantin dan Tempat Parkir  
o) Tempat/ Lahan olahraga /upacara 

8. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PTK) minimal 
a ) 1 orang BK, TU, Penjaga; 
b) 12 orang Guru untuk setiap mata 
pelajaran; 
c) 2 orang Guru untuk setiap program 
keahlian baru 



9. Sumber biaya pendanaan Wajib 
menyediakan deposito di Bank Pemerintah 
sebesar minimal Rp. 150.000.000,- (Scan 
Rekening a/n Yayasan) 

10. Gambaran RIPS (Rencana Induk 
Pengembangan Sekolah) selama 5 tahun 
yang disusun penyelenggaraan pendidikan 
secara sistematika yang berisi :  
a) Visi dan Misi  
b) Kurikulum  
c) Peserta didik  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan 
tenaga kependidikan  
e) Sarana dan Prasarana  
f) Pembiayaan/pendanaan  
g) Organisasi  
h) Sistem evaluasi dan sertifikasi  
i) Manajemen dan Proses Pendidikan  
j) Peran serta masyarakat dan Industri Dunia 
Kerja  
k) Tidak boleh menerima siswa selama ijin 
pendirian belum ada 

11. Studi kelayakan pendirian satuan 
Pendidikan : 
a) Studi kelayakan dilakukan tim dari 
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur 
b) Studi kelayakan pendirian satuan 
pendidikan berisi: 
1) Latar belakang dan tujuan 
2) Bentuk dan nama sekolah 
3) Lokasi Sekofah dan dukungan masyarakat 
4) Sumber peserta didik 
5) Guru dan tenaga kependidikan serta 
rencana pengambangan 
6) Sumber biaya selama 5 tahun sebagai 
biaya operasionaI 
7) Fasilitas lingkungan yang menunjang 
penyefenggaraan pendidikan 
8) Kesimpufan studi kelayakan 

12. Surat pernyataan kesanggupan untuk 
penambahan jumlah siswa sesuai dengan 
ketentuan Badan Akreditasi Nasional, 
“Bermaterai 10000” 

13. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
14. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 



dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 
dari Dinas Lingkungan Hidup 

16. Instrumen Visitasi/Supervisi dari Cabang 
Dinas/Pengawas 

17. Jumlah Siswa 
18. Rombongan Belajar (Rombel) 
19. Surat Perjanjian / MOU Dengan DU/DI 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Pendirian Dan Izin Operasional Sekolah 
Baru (USB) SMK Swasta 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 



3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

http://www.lapor.go.id/


- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 



Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 



1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 
a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  



22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 

 



5. Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru SMK Swasta 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

melalui website : oss.go.id 
2. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kab./Kota setempat 
3. Proposal pengajuan penambahan program 

keahlian yang diusulkan 
4. Peta/Data SMP/MTs atau Lembaga 

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sekitar 
5. Peta Data SMK atau Lembaga Pendidikan 

Khusus/Layanan Khusus dengan 
Program/Kompetensi Keahlian atau Program 
Ketunaan yang sama 

6. Kuisioner/animo masyarakat terhadap 
Program/Kompetensi Keahlian yang 
diusulkan 

7. Dokumen Profil sekolah 
8. Data jumlah siswa 3 (tiga) tahun terakhir per 

kelas sesuai kompetensi keahlian 
9. Scan ljazah guru sesuai dengan Program 

Keahlian baru yang diusulkan 
10. Surat Perjanjian Kerjasama / MOU dengan 

Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) 
Kompetensi Keahlian baru yang diusulkan 

11. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
12. SK Pengangkatan Kepala Sekolah dari Badan 

Hukum (Yayasan atau lainnya) (khusus 
swasta) 

13. Scan status/akta tanah 
14. Akta Notaris Badan Hukum (Yayasan atau 

lainnya) (khusus swasta) 
15. Pengesahan Badan Hukum (Yayasan atau 

lainnya) dari Kementerian Hukum dan HAM 
16. SK/Surat Izin Pendirian Sekolah 
17. Surat Izin Operasional atau Surat 

Perpanjangan Izin Operasional terakhir 
18. Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang 

manajemen sekolah diketahui pengurus 
Badan Hukum (Yayasan atau lannya) dan 
bermaterai Rp. 10000,- 

19. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir 
20. Surat Pernyataan kesanggupan untuk 

penambahan jumlah siswa sesuai dengan 



ketentuan Badan Akreditasi Nasional 
bermaterai Rp. 10000,- 

21. Foto Sarana Prasarana Kompetensi Keahlian 
baru (Ruang dan Alat Praktek) 

22. Instrumen Visitasi/Supervisi dari Cabang 
Dinas/Pengawas 

23. Surat Perjanjian/MOU dengan DU/DI 
(khusus SMK) 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 21 (dua puluh satu) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Baru 
SMK Swasta 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 



Surabaya 
3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 

http://www.lapor.go.id/


relevan; 
- Memeriksa dokumen dan/atau 

informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 



melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 



dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  



20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



6. Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

melalui website : oss.go.id 
2. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kab./Kota setempat 
3. Proposal pengajuan Perpanjangan ljin 

Operasional 
4. Profil Sekolah 
5. Data jumlah siswa 3 (tiga) tahun terakhir per 

kelas sesuai program/Kompetensi keahlian 
6. Daftar nama Kepala Sekolah,Wakil Kepala 

Sekolah,guru dan karyawan yang dilampiri 
fotokopi ijazah 

7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
8. Data Sarana Prasarana sekolah 
9. SK Pengangkatan Kepala Sekolah dari 

Yayasan 
10. Status tanah/Bangunan:  

a) Fotocopi Akta notaris tanah;  
b) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga;  
c) Surat pernyataan Status tanah/gedung 
penyelengara kependidikan 

11. Scan Akta Notaris Yayasan 
12. Scan pengesahan Yayasan dari 

Kemenkumham 
13. Scan Ijin Pendirian Sekolah 
14. Scan Ijin Operasional Sekolah Terakhir 
15. Sertifikat Akreditasi Sekolah Terakhir 
16. Printout rekening bank terbaru atas nama 

sekolah, 3 (tiga) bulan terakhir 
17. Surat pernyataan Kepala sekolah tentang 

manajemen sekolah yang diketahui yayasan 
dan bermaterai Rp. 10000,- 

18. ljin Mendirikan Bangunan (IMB) atau 
Persetujuan Bangunan Gedung 

19. Instrumen Visitasi/Supervisi dari Cabang 
Dinas/Pengawas 

20. Surat Pernyataan kesanggupan untuk 
penambahan jumlah siswa dengan ketentuan 
Badan Akreditasi Nasional bermaterai Rp. 
10000,- 

2 Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 



Prosedur JOSS. 
2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 

Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 

http://www.lapor.go.id/


tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 



pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 



 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 



3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 



d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 



31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



7. Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Tersedianya Iahan minimal seluas 1 ha 

(10.000 m2) yang dapat diperoleh dari 
pengadaan lahan dari Pemerintah Daerah/ 
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat atau 
hibah dari masyarakat 

2. Tersedianya Anggaran Pembangunan Gedung 
dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah 
Provinsi/Pemerintah Pusat atau hibah dari 
masyarakat 

3. Pengajuan usulan 9 bulan sebelum Tahun 
pelajaran dilengkapi hasil studi kelayakan 

4. Sertifikat kepemilikan tanah dari Notaris 
5. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 
6. Gambaran RIPS (Rencana Induk 

Pengembangan Sekolah) selama 5 tahun 
yang disusun penyelenggaraan pendidikan 
secara sistematika 

7. Studi kelayakan pendirian satuan 
Pendidikan :  
a) Studi kelayakan dilakukan tim dari 
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur  
b) Studi kelayakan pendirian satuan 
pendidikan berisi:  
1) Pendahuluan (latar belakang, 
permasalahan, tujuan, gambaran umum 
potensi wilayah)  
2) Bentuk sekolah (jurusan/kompetensi 
keahluan, potensi lapangan kerja, status) 
dan nama sekolah  
3) Lokasi Sekolah, dukungan masyarakat, 
dukungan Industri dan Dunia Kerja  
4) Sumber peserta didik 
5) Guru dan tenaga kependidikan serta 
rencana pengembangan  
6) Sumber pembiayaan selama 5 tahun 
sebagai biaya operasionaI  
7) Fasilitas lingkungan yang menunjang 
penyelenggaraan pendidikan  
8) Kesimpulan studi kelayakan 

8. Syarat radius antar satuan pendidikan : a) 



Ditetapkan 10.000 meter b) Dalam hal 
dianggap khusus dapat dipertimbangkan 

9. Surat pernyataan kesanggupan untuk 
penambahan jumlah siswa sesuai dengan 
ketentuan Badan Akreditasi Nasional, 
“Bermaterai 10.000” 

10. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
11. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 
dari Dinas Lingkungan Hidup 

13. Instrumen Visitasi/Supervisi dari Cabang 
Dinas/Pengawas 

14. Rombongan Belajar (Rombel) 
15. Jumlah Siswa 
16. nstrumen Supervisi 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah 
Baru (USB) SMK Negeri 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 



(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

http://www.lapor.go.id/


4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 



ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 



19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 



Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 



13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



8. Izin Pendirian Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 

2. Surat Rekomendasi Cab. Dinas Pendidikan 
Provinsi Wilayah setempat 

3. Scan Asli Akta Notaris & Scan Asli 
Kemenkumham yang bersifat nirlaba 

4. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 
Pendidikan) selama 5 tahun yang disusun 
penyelenggaraan pendidikan secara 
sistematika yang berisi :  
a) Visi & Misi  
b) Kurikulum ( Isi Pendidikan);  
c) Melampiri jumlah dan data peserta didik;  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik - tenaga 
pendidik;  
e) Sistem evaluasi dan sertifikasi ;  
f) Struktural Organisasi ;  
g) Manajemen dan Proses Pendidikan ;  
h) Peran serta masyarakat ;  
i) Rencana pentahapan pelaksanaan 
pendidikan 

5. Lampiran pada RIPS  
a) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari :   
    a. Tata Ruang;  
    b. Geografis;  
     c. Ekologis  
b) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari segi 
prospek :  
     a. Pendaftaran;  
     b.Keuangan  
     c. Sosbud,  
     d demografi  
c) Data Perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk sekolah 
diwilayah setempat ;  
d) Data perkiraan jarak satuan pendidikan 
dengan satuan pendidikan sejenis  
e) Data kapasitas/daya tampung  

6. Status tanah/Bangunan:  
a) Scan Asli Akta notaris tanah;  
b) Status tanah/gedung penyelengara 



kependidikan 
c) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga 

7. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
8. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
9. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
10. Instrumen Supervisi 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Pendirian Pendidikan Khusus (PK) dan 
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 



3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

http://www.lapor.go.id/


- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 



Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 



1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 
a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  



22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



9. Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan 
Khusus 

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. NIB Yayasan dan Izin Usaha Lokasi dari OSS 

2. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh 
Pengawas dan MKKS PK-PLK SMA Kab/Kota 

3. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah Kab./Kota setempat 

4. Scan Asli Akta Notaris & Scan Asli 
Kemenkumham 

5. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 
Pendidikan) selama 5 tahun yang disusun 
penyelenggaraan pendidikan secara 
sistematika yang berisi :  
a) Visi & Misi  
b) Kurikulum ( Isi Pendidikan);  
c) Melampiri jumlah dan data peserta didik;  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik - tenaga 
pendidik;  
e) Sistem evaluasi dan sertifikasi ;  
f) Struktural Organisasi ;  
g) Manajemen dan Proses Pendidikan ;  
h) Peran serta masyarakat ;  
i) Rencana pentahapan pelaksanaan 
pendidikan 

6. Lampiran pada RIPS  
a) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari :   
    a. Tata Ruang;  
    b. Geografis;  
     c. Ekologis  
b) Hasil studi kelayakan tentang prospek 
Pendirian satuan pendidikan dari segi 
prospek :  
     a. Pendaftaran;  
     b.Keuangan  
     c. Sosbud,  
     d demografi  
c) Data Perimbangan antara jumlah satuan 
pendidikan dengan penduduk sekolah 
diwilayah setempat ;  
d) Data perkiraan jarak satuan pendidikan 
dengan satuan pendidikan sejenis  
e) Data kapasitas/daya tampung 



f) Data perkiraan pembiayaan untuk 
kelangsungan pendidikan selama 3 (tiga) 
tahun akademik berikutnya. 

7. Status tanah/Bangunan:  
a) Scan Asli Akta notaris tanah;  
b) Status tanah/gedung penyelengara 
kependidikan 
c) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga 

8. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
9. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
10. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
11. Instrumen Supervisi 
12. Izin Operasional yang lama 
13. Izin Pendirian 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan 
Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 



pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
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pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 



melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 



Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 



Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 



14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



10. Izin Perubahan Nama Lembaga/nomenklatur Pendidikan Khusus Dan 
Pendidikan Layanan Khusus 

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Asli izin pendirian dilegalisir cab.Dinas 

pendidikan wilayah kab/kota 
2. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh 

Pengawas dan MKKS PK-PLK SMA Kab/Kota 
3. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kab./Kota setempat 
4. Scan Asli Izin Operasional 
5. Keputusan Yayasan tentang perubahan 

nama lembaga 
6. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah Kab./Kota 
7. Scan Asli Akta Notaris & Scan Asli 

Kemenkumham yang bersifat nirlaba 
8. RIPS (Rencana Induk Pengembangan Satuan 

Pendidikan) selama 5 tahun 
9. Lampiran pada RIPS 
10. Status tanah/Bangunan 
11. Foto lembaga dan foto kegiatan pembelajaran 
12. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
13. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 17 (tujuh belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Perubahan Nama Lembaga/nomenklatur 
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan 
Khusus 



6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
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- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 



yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 



Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 



Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 



4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 



 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



11. Pencabutan Izin Operasional SMA 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Rekom Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 

Wilayah Kabupaten/Kota setempat 
2. Surat Pernyataan sudah tidak ada kegiatan 

pembelajaran 
3. Berita acara penyerahan arsip sekolah 

kepada pihak yang berwenang, hasil analis 
study kelayakan tentang penutupan sekolah 

4. Berita acara pengalihan siswa dan personil 
sekolah (kepala sekolah, guru, staf TU) 

5. Hasil Evaluasi Cabdin tentang Penutupan 
Lembaga 

6. Scan asli izin operasional sekolah terakhir 
7. Scan asli SK Izin Pendirian Sekolah 
8. NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (Tiga Puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Pencabutan Izin Operasional SMA 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan 
dalam hal penyelenggaraan pelayanan 
perizinan oleh Dinas, tidak dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 



dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 

http://www.lapor.go.id/


prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 



pejabat diatasnya 
 Penyelesaian pengaduan yang 

ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 



Menengah; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 



11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 



publik. 



12. Pencabutan Izin Operasional SMK 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Rekom Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 

Wilayah Kabupaten/Kota setempat 
2. Surat Pernyataan sudah tidak ada kegiatan 

pembelajaran 
3. Berita acara pengalihan/pemindahan peserta 

didik kepada satuan pendidikan lain yang 
jenjang dan program/kompetensi 
keahliannya sama 

4. Berita acara penyerahan aset milik 
negara/satuan pendidikan 

5. Berita acara penyerahan dokumen/arsip 
sekolah kepada pihak yang berwenang 

6. Akta Notaris, Akta Pendirian & Scan Asli 
Kemenkumham 

7. NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 
8. SK Izin Pendirian Sekolah 
9. Izin operasional sekolah terakhir 
10. Hasil analis studi kelayakan dan tim evaluasi 

tentang penutupan lembaga oleh Cabang 
Dinas/Pengawas 

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (Tiga Puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Pencabutan Izin Operasional SMK 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 



a) Pemohon dapat menyampaikan 
pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

http://www.lapor.go.id/


sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 



pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
 
 



Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 



Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 



4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 



 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



13. Pencabutan Izin Operasional PK/PLK 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1.  

2 Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur 

1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 
JOSS. 

2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 
Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (Tiga Puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Pencabutan Izin Operasional PK/PLK 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 



4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 
mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 

http://www.lapor.go.id/


informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 



diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 



a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  
8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  



23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  
Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 



14. Izin Perubahan Nama Lembaga / Nomenklatur SMK 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan 
(Service Delivery) 

No. Komponen Keterangan 
1 Persyaratan 1. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 

melalui website : oss.go.id 
2. Rekom Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 

Wilayah Kabupaten/Kota setempat 
3. SK Izin Pendirian Sekolah 
4. Izin operasional sekolah terakhir 
5. Akta Notaris, Akta Pendirian & Scan Asli 

Kemenkumham yang bersifat nirlaba 
6. Keputusan yayasan tentang perubahan nama 

lembaga 
7. Akta Notaris tentang perubahan 

yayasan/nomenklatur lembaga 
8. Scan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional 
9. Gambaran RIPS (Rencana Induk 

Pengembangan Sekolah) selama 5 tahun 
yang disusun penyelenggaraan pendidikan 
secara sistematika yang berisi :  
a) Visi dan Misi  
b) Kurikulum  
c) Peserta didik  
d) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan 
tenaga kependidikan  
e) Sarana dan Prasarana  
f) Pembiayaan/pendanaan  
g) Organisasi  
h) Sistem evaluasi dan sertifikasi  
i) Manajemen dan Proses Pendidikan  
j) Peran serta masyarakat dan Industri Dunia 
Kerja 

10. Studi kelayakan pendirian satuan 
Pendidikan :  
a) Studi kelayakan dilakukan tim dari 
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur  
b) Studi kelayakan pendirian satuan 
pendidikan berisi:  
1) Pendahuluan (latar belakang, 
permasalahan, tujuan, gambaran umum 
potensi wilayah)  
2) Bentuk sekolah (jurusan/kompetensi 
keahluan, potensi lapangan kerja, status) 
dan nama sekolah  



3) Lokasi Sekolah, dukungan masyarakat, 
dukungan Industri dan Dunia Kerja  
4) Sumber peserta didik  
5) Guru dan tenaga kependidikan serta 
rencana pengembangan  
6) Sumber pembiayaan selama 5 tahun 
sebagai biaya operasionaI  
7) Fasilitas lingkungan yang menunjang 
penyelenggaraan pendidikan  
8) Kesimpulan studi kelayakan 

11. Status tanah/Bangunan:  
a) Fotocopi Akta notaris tanah;  
b) Surat perjanjian Sewa/Kontrak/Hak guna 
Pakai lembaga;  
c) Surat pernyataan Status tanah/gedung 
penyelengara kependidikan 

12. Dokumen Rancangan Penjamin Mutu 
13. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
14. Dokumentasi foto lembaga dan foto kegiatan 

pembelajaran 
15. Instrumen Visitasi/Supervisi dari Cabang 

Dinas/Pengawas 
2 Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur 
1. Pemohon membuat akun pada aplikasi 

JOSS. 
2. Pemohon melakukan aktivasi permohonan 

Perizinan Berusaha dengan melampirkan 
persyaratan yang diperlukan 

3. Pemohon menunggu pemrosesan berkas 
permohonan oleh petugas pelayanan 

4. Pemohon melakukan verifikasi dengan 
Verifikator (jika dipandang perlu) 

5. Pemohon dapat melakukan cetak mandiri 
setelah permohonan disetujui dan 
ditandatangani secara elektronik oleh Kepala 
Dinas 

 
3 Jangka Waktu Penyelesaian 30 (Tiga Puluh) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Rp 0,- 

5 Produk Layanan Izin Perubahan Nama Lembaga / Nomenklatur 
SMK 

6 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan perizinan oleh Dinas, tidak 



dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan 
dan/atau tulisan melalui media yang 
disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak pemohon menerima 
pelayanan perizinan; 
Pengaduan disampaikan melalui : 
1) Langsung ke loket pengaduan; 
2) Surat ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Timur, Jl. Johar No.17, 
Surabaya 

3) Telpon : 031-99092900 
4) Faximile : 031-99092414 
5) Email : dpmptsp@jatimprov.go.id 
6) Website : 

dpmptsp.jatimprov.go.id/helpdesk 
7) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 

c) Dinas wajib menanggapi dan 
menindaklanjuti pengaduan secara cepat, 
tepat dan memberikan jawaban, paling 
lambat 5 (lima)  hari kerja sejak 
diterimanya pengaduan; dan 

d) Petugas menindaklanjuti pengaduan 
dengan melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Pencatatan pengaduan yang 

setidaknya meliputi identitas 
pelapor/yang mengadukan dan 
objek/materi pengaduan; 

2) Pengaduan yang tidak disertai dengan 
identitas pelapor/ yang mengadukan 
atau objek/materi pengaduan 
diperlakukan sebagai saran atau 
masukan; 

3) Menelaah dan mengelompokan 
pengaduan berdasarkan: 
- Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; 
- Jenis masalah yang dikelompokan 

sesuai komponen/unsur didalam 
Standar Pelayanan/SOP/lainnya, 
diantaranya: Persyaratan; Sistem, 

http://www.lapor.go.id/


mekanisme, dan prosedur; Jangka 
waktu penyelesaian; Biaya/tarif; 
Produk pelayanan; Sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas; 
Kompetensi pelaksana; dll. 

4) Langkah-langkah penelaahan materi 
pengaduan masyarakat meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
- Merumuskan inti masalah yang 

diadukan; 
- Menghubungkan materi pengaduan 

dengan SP/SOP/peraturan yang 
relevan; 

- Memeriksa dokumen dan/atau 
informasi yang pernah ada dalam 
kaitannya dengan materi 
pengaduan yang baru diterima; 

- Merumuskan rencana penanganan 
atau langkah-langkah yang 
diperlukan, seperti: klarifikasi, 
konfirmasi, penelitian atau 
pemeriksaan, investigasi untuk 
membuktikan kebenaran materi 
pengaduan; 

- Melakukan klarifikasi, konfirmasi, 
penelitian atau pemeriksaan, 
investigasi secara mandiri atau 
bersama dengan Perangkat Daerah 
dan/atau aparat pengawas intern 
pemerintah (APIP) kepada pihak 
yang terkait baik diinternal atau 
eksternal Dinas; 

- Hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat tersebut, 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
kategori, yaitu: 
 Penyelesaian pengaduan di 

internal Dinas, untuk dugaan 
yang permasalahannya berada 
diinternal Dinas. Tindaklanjut 
pengaduan diinternal Dinas, 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 



sampai dengan Kepala Dinas, 
dengan tetap melaporkan secara 
tertulis hasil tindaklanjutnya ke 
pejabat diatasnya 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait, untuk 
pengaduan yang dugaan 
permasalahannya berada di 
eksternal Dinas; 

 Tindaklanjut pengaduan yang 
melibatkan Tim Teknis/ 
Perangkat Daerah terkait 
diselesaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkatan pelaksana 
sampai dengan Kepala 
Perangkat Daerah, dengan tetap 
melaporkan secara tertulis hasil 
tindaklanjutnya ke pejabat 
diatasnya; 

 Penyelesaian pengaduan yang 
ditindaklajuti dengan 
melibatkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP), untuk 
pengaduan yang tidak bisa 
diselesaikan secara internal 
atau eksternal Dinas. Pelibatan 
APIP berdasarkan persetujuan 
Kepala Dinas/ Perangkat 
Daerah atau sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

- Hasil tindaklanjut pengaduan 
diinformasikan kepada pemohon 
dan dilaporkan kepada atasan 
langsung 

 
 
Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan 
di Internal Organisasi (Manufacturing) 

No. Komponen Keterangan 
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Sekolah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 ·ten tang Standar 
Sarana Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas 
Madrasah Aliyah (SMA/MA); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 
Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar 
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK); 



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2 Jumlah Pelaksana minimal 1 (satu) orang pemroses (PNS atau 
PTT) untuk tiap sektor. 

3 Kompetensi Pelaksana Kompetensi pelaksana (petugas) yang terlibat 
dalam penyelesaian pelayanan meliputi : 
1) Petugas Pemroses (Tim Verifikasi) : 

a) Memiliki latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan yang sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

b) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
yang dipersyaratkan 

c) Memiliki  kemampuan teknis dalam 
menyelesaikan pelayanan yang 
diberikan 

d) Memiliki kemampuan 
mengoperasionalkan komputer  

e) Menguasai pengetahuan teknologi 
informasi 

2) Administrator : 
a) Memiliki kewenangan penandatanganan 

perizinan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dan penugasan oleh 
Gubernur 

b) Memiliki kemampuan manajerial 
c) Memiliki latar belakang pendidikan 

administrasi dan manajemen 
d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan 

teknik melakukan koordinasi 
e) Menguasai pengetahuan teknologi 

informasi 
 

4 Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas 

1. Ruang Pemrosesan Berkas;  
2. Ruang Server;  
3. Ruang Arsip;  
4. Ruang Pembayaran (Bank);  
5. Ruang Rapat ;  
6. Ruang Tamu;  
7. Ruang Keamanan;  



8. Ruang Pantry;  
9. Ruang Kepala Dinas dan  Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan; 
10. Ruang Kepala Seksi; 
11. Tempat Parkir Yang Luas; 
12. Tempat Ibadah; 
13. Rumah Genset; 
14. Toilet/Kamar mandi; 
15. Komputer;  
16. Printer dan Plotter;  
17. Komputer Server;  
18. Scanner;  
19. Mebeuler;  
20. Telepon;  
21. Faksimili;  
22. Kendaraan Operasional;  
23. Mobil Pelayanan Perizinan Keliling; 
24. Papan Informasi;  
25. Televisi;  
26. CCTV;  
27. Kamera;  
28. Proyektor;  
29. Lemari Arsip;  
30. Touchscreen IKM; 
31. Wifi; 
32. Alat Tulis Kantor;  
33. Sarana Kebersihan dan Keindahan Kantor. 

 
5 Pengawasan Internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh setiap 

atasan secara struktural baik yang 
menyangkut aspek teknis maupun 
administratif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi.  
Pengendalian secara terus menerus yang 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar 
pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai dengan program/kegiatan 
 

6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan, Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, dan  Manajemen Anti Penyuapan 
ISO 37001:2016 
 

7 Jaminan Keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 
27001:2013 
 

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja secara internal dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan yang dipantau 
intens secara struktural.  



Evaluasi secara eksternal dilaksanakan 
dengan melakukan survey kepuasan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh 
konsultan yang ahli dibidang pelayanan 
publik. 

 
 


